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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap responden maka dapat 

ditarik kesimpulan : 

1. Sosialisasi Undang-Undang Desa pada keempat desa responden yaitu desa 

Tamantirto, desa Tirtonirmolo, desa Ngestiharjo, dan desa Banguntapan 

tergolong baik. Hal tersebut dibuktikan dengan mayoritas responden pada 

empat desa responden telah mengetahui dan memahami isi Undang-Undang 

Desa No 6 Tahun 2014. 

2. Perubahan regulasi terbagi menjadi dua : 

a) Praktek Undang – Undang Desa di lapangan 

 Keempat desa responden yaitu desa Tamantirto, desa Tirtonirmolo, desa 

Ngestiharjo, dan desa Banguntapan masih menggunakan sistem yang lama. 

Perubahan regulasi ini relatif lama. Lamanya penggunaan Undang-Undang 

Desa karena Undang-Undang Desa menuntut pemerintah kabupaten/kota 

untuk memiliki produk hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. 

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang disetujui dan disahkan oleh 

Bupati beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di suatu daerah. 

Peraturan Daerah ini nantinya akan dijadikan pedoman pelaksanaan 

Undang-Undang Desa di kabupaten Bantul. 
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b) Penarikan tanah plungguh atau bengkok 

   Salah satu konsekuensi disahkannya Undang-Undang Desa adalah 

penarikan tanah plungguh atau bengkok yang selama ini menjadi sumber 

pendapatan perangkat desa. Hasil wawancara pada keempat desa 

responden memberikan jawaban yang beragam. Desa yang berbatasan 

langsung dengan perkotaan seperti desa Ngestiharjo, tidak keberatan 

karena tanah plungguh atau bengkok yang dimiliki telah mengalami 

penyusutan jumlah. Sedangkan untuk desa yang tidak berbatasan dengan 

perkotaan seperti desa Tamantirto. Mereka agak keberatan karena 

kebutuhan hidup di masyarakat desa tergolong tinggi. Untuk itu, tanah 

plungguh atau bengkok dapat dijadikan tambahan penghasilan selain 

penghasilan rutin per bulan. 

3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia desa 

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia desa sesuai dengan isi 

Undang-Undang Desa meliputi : 

1) Pengelolaan keuangan 

Pelatihan tentang pengelolaan keuangan menjadikan laporan keuangan 

setiap desa lebih akuntable dan  bertanggung jawab. 

2) Pengarsipan 

Pengarsipan yang lebih baik bertujuan untuk : 

a. sebagai pusat ingatan dan informasi jika berkas diperlukan sebagai 

keterangan 



45 
 

b. memberikan data kepada pegawai yang memperlukan data 

mengenai hasil-hasil kegiatan dan pekerjaan pada masa lampau 

c. memberikan keterangan vital sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan 

d. membantu untuk membuat keputusan yang tepat 

e. membantu dalam berkomunikasi dengan orang lain 

3) Pengelolaan manajemen 

Kepala desa, perangkat desa, maupun anggota Badan 

Permusyawaratan Desa lebih mengetahui dan memahami hak, 

kewajiban, dan wewenang pada masing-masing jabatan agar peran di 

masing-masing jabatan yang diampu dapat maksimal. 

4) Pengelolaan sistem informasi 

Dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 menuntut pengelolaan 

sistem informasi yang lebih transparan dan dapat diakses oleh semua 

baik kepala desa, perangkat desa, maupun masyarakat agar 

perkembangan pembangunan di suatu desa dapat dipantau dan diawasi 

secara langsung. 

4. Penguatan sistem seperti adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), 

penggunaan anggaran, dan aplikasi sistem informasi agar mempermudah 

perangkat desa maupun masyarakat dalam mengakses informasi tentang 

desanya.   

5. Kesiapan perangkat desa dalam menerapkan Undang-Undang Desa pada 

empat responden yaitu desa Tamantirto, desa Tirtonirmolo, desa Ngestiharjo, 
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dan desa Banguntapan termasuk baik dan siap, hanya perlu penguatan sistem 

agar praktek Undang-Undang Desa dapat segera dilaksanakan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

1) Evaluasi mengenai sistem penggajian yang semula dari pengelolaan tanah 

plungguh atau tanah bengkok menjadi sistem transfer atau langsung dari 

pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah desa. 

2) Evaluasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia desa yang sesuai 

Undang-Undang Desa. 

 

C. Rekomendasi 

1. Pemerintah Kabupaten Bantul 

Diharapkan adanya evaluasi pemberlakuan Undang-Undang Desa terkait 

dengan perubahan sistem penggajian atau pendapatan perangkat desa di 

Bantul. 

2. Perangkat Desa  

Untuk memahami dengan perubahan sistem dan perubahan regulasi yang 

sesuai isi Undang-Undang Desa dan diharapkan kinerja perangkat desa 

lebih efektif dan efisien sehingga meningkatkan pelayanan publik kepada 

masyarakat. 
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